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6.

BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9
Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan balajar serta peningkatan
daya tampung bagi peserta didik Sekolah Mencngah Pertama (SMP) dan
Sckolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang  perlu adanya
pembukaan dan pencgrian Sckolah sesuai dengan Pasal 6 Deraturan
Dacrah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ; :
bahwa schubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar
pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sckolah dapat berjalan lancar
berdayaguna scrta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukar Propinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4010) ; :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tfentang Sistem Pendidikan
Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor -120, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4040) |

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Porundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ; .

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lerffbaran Nagara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negzra Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintali Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tontang Perubahan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan
Lembarnn Negara Nomor 4548) ; \

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan'Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Nogara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) |
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nogara
Nomor 384%) !

Perafuran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talwn 2007 tentang Kewenangan
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor $2, Tambatian Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang  (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara ;Nomor
1704) ; . :

Peraturan Daeral Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Tangerang (Lembaran Dacrah
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/0/2002 tentang "
Pedoman Pendirian Sckolah.

MEMUTUSKAN :

Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri. '

Nama dan Lokasi sckolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
adalah ncbagai berikut :

A. Sekolah Mcnengah Pertama (SMP) Neégeri

NO. NAMA SEROLAH RECAMATAN KETERANGAN !
1. SMIN 1 Pagednngan Pagedangnn o
2 SMPN 4 Tigaraksa Tlgaraksa .

2. MPN 6 Pasar Kemls Pasar Kemls

B. Sckelah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

NO. NAMA SEROLAI RECAMATAN KETERANGAN __|
1, | SMKMN $ Pagedangan Pagedangan \
7, | SMKN 7 Kelapa Dua Nelapa Dua !

KETIGA ......






